BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 48</2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL, PENANGANAN ORANG
TERLANTAR, DAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5),
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, Penanganan Orang
Terlantar, dan Orang Dengan Gangguan Jiwa;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 79 ayat
(2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk
penyusunan rancangan Peraturan Bupati, Bupati
membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan
Bupati;

(@ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 1I di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2019 tentang Pekerja Sosial {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tenlang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322},

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Ncgeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
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Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3);

Peraturan Dacrah Kabupatcn Tabalong Nomor 07 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021
Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69},
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 17 Tahun 20235 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Dacrah Kabupatcen Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, Penanganan
Orang Terlantar, dan Orang Dengan Gangguan Jiwa dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a.

mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-
undangan serta bahan lain yang dapat dijadikan bahan
referensi  penyusunan produk hukum dan dapat
melakukan kunjungan kerja batk di dalam daerah provinsi
maupun di luar daerah provinsi dalam rangka
perbandingan sebagai referensi penyusunan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan
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Rehabilitasi Sosial, Penanganan Orang Terlantar, dan
Orang Dengan Gangguan Jiwa;

b. melakukan koordinasi/konsultasi dengan Kementerian/
Instansi/Perangkat Daerah terkait, baik pada Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah
Kabupaten/Kota;

c. mengadakan rapat-rapat bersama dalam rangka koordinasi
dan sinkronisasi penyusunan dan pembahasan Rancangan
Peraturan Bupati dengan Perangkat Daerah terkait;

d. melaksanakan pemprosesan Pra Rancangan Peraturan
Bupati menjadi Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan
hasil rapat bersama Perangkat Daerah terkait;

e. melaporkan perkembangan penyusunan Pra Rancangan
Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah wuntuk
memperoleh arahan; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas tim.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tabalong sebagaimana
tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
. . m— — e pada tanggal 4 tSewm ber JoAT .

) PARAF HIERARKI { | i
£ KRETARIS DINASIBADAN | ?__ i VQ/BUPATI S

MUHAMMAD NOOR RIFANI ?

Tembusan disampaikan kepada Yth:

kol o R

Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 43S /2025

TANGGAL 4 (hgaigr 3425

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL, PENANGANAN
ORANG TERLANTAR, DAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

NO JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM TIM | KET

1. | Bupati Tabalong Pengarah I

2. | Wakil Bupati Tabalong Pengarah II

3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Penanggung Jawab
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

4. |Rakyat Sekretariat Daerah  Kabupaten Koordinator
Tabalong

5. | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Ketua

6. | Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Wakil Ketua
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah :

/- Kabupaten Tabalong Selaetaris

8. | Inspektur Kabupaten Tabalong Anggota

9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Anggota

Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong
10. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Anggota
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan

1 Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong Anggota
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas

12| Sosial Kabupaten Tabalong Anggota
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada

13-1 Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Anggota

14. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan dan Abiggota

Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong
Penyusun Materi Hukum dan Perundang-
15. | undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Anggota
Daerah Kabupaten Tabalong

Perancang Peraturan Perundang-undangan
16. | Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Anggota
Daerah Kabupaten Tabalong

Seluruh Staf Bidang Rehabilitasi Sosial pada
Dinas Sosial Kabupaten Tabalong

Koordinator PKH, Pendamping Sosial PKH,
18. | TKSK dan  Fasilitator Desa/Kelurahan Anggota
Kabupaten Tabalong

17, Anggota

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI

SCKRETARIS DINAS/BADAN

KABID/KABAG

1 | Y, .
— ;é; —* e ,)// MUHAMMAD NOOR RIFANI ‘f

ASIKASUBBID/KASUBBAGIJF |




